
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembencukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5954); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

, .. 

WALIKOTA KENDARI 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan .instansi 
pemerintah daerah, perlu clilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan 
Kota Kendari; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan.Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada lnstansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraruran Walikota tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan 
Kota Kendari; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR .2.4 TAHUN 2022 
TENT ANG 

Sl.JSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KENDARI 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

WALIKOTA KENDARI 

Mengi.ngat 

Menimbang 



Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pcrubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun zo 17 teniang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil [l.embaran Negara Republik lndonesia 
Tabun 2020 Nomor 68 tambahan tembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Rukum Daerah (Berita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Ta hun 2018 ten tang 
Perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Neged 
Nomor 80 Tabun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah [Berita Negara Republik lndonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menter! Pertanian Nomor 43/Permentan/ 
OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, 
Togas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dlnas 
Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nornor 1330); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik lndonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

10. Peraturan Menreri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reforrnasi Blrokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi 
Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indoneaia Tahun 
2021 Nomor 546); 

11. Peraruran Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari [Lembaran Daer-ah Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor 5) sebagalmana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendar.i 
Nomor L 1 Tahun 2020 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2020 Nomor 11 ); 

• 
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(1) Perangkat Daerah diklasifikasikan atas Tipe B. 
(2) Penentuan tipe Dinas sebagairnana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan 

hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
Ketahanan Pangan. 

Bagian Ketiga 
Tlpe Perangkat Daerah 

Paaal 4 

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah 
Dinas Ketahanan Pangan. 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
ketahanan pangan. diwadahi dalam bentuk Dinas. 

Baglan Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Pasal 3 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
l. Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerab adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerinta.han Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kerulari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerab Kota Kendari. 
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat lTPTD adalan 

unsur pelaksana teknis dinas yang mela.ksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas 

8. Kelompok .Iabatan Fungsional adalah sekelornpok ja ha tan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayaoan fungsional yang berdasarkan pacla 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

9. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja, 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALilCOTA TENTANG SUSUNAN OROANlSASI 
DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA 
KENDARI 

Menetapkan 

• 

Pasal 1 



( l) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretaria t; 
c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 
d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasl 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan daerah dJ bidang ketersediaan pangan, kerawanan 

pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi 
dan keamanan pangan; 

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan 
pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi 
dan keamanan pangan; 

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang kecersediaan 
pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pan.gan, 
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

d. peningkatan kualitas su.mber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, 
kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, 
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 

e. peman.tauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di 
bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, 
cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan: 

f. pelaksaanaan administrasi dinas: dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleb Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsi Dinas. 

Pasal 7 

Dinas bertugas rnembantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kcwenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan 
pangan. 

Pasal 6 

(l) Dinas rnerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, 

Pasal 5 

Baglan Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BABm 
KEDUDUK.AN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 13 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana climaksud dalam Pasal 
12 huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi antar 
bidang, pengelolaan urusan surat menyurat, keareipan, kerumahtanggan, 
ketatausahaan, nubungan masyarakat, ketatalaksanaan, urusan 
kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerab. 

Sekretariat, tcrdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran t.l.i bidang di 

bidang ketahanan pangan; 
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, 
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi; 

c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 
d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 
e. pengelolaan barang millk/kekayaan negara; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan Iungsinya. 

Pasal 11 

(1 J Sekrctariat bertugas mem berikan pelayan an teknis dan administrasi 
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 10 

Kepala Dinas bertugas memimpin, membina, mengkoorclinasikan pelaksanaan 
pcnyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan clan 
bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 9 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan, Pangan: 
f. Unit Pclaksana Teknis Daerah; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1) 
tercantum pada lampiran yang merupaka.n bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Walikota ini. 
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(I) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan clan evaluasi di bidang distribusi 
dan pencadangan pangan. 

Pasal 17 

Baglan Keem.-at 
Bidang Dlstribusi dan Cadangan Pangan 

Susunan Organisasi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), 
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelengga.rakan fungsi : 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang keterscdiaan, penanganan 

kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan 
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 

b, penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang 
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan clan koordinasi penyediaan 
infraatruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan 
Iainnya; 

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan 
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan 
surnber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, 
penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur 
pangan, dan sum her daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 

e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan 
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan 
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; 

L pelaksanaan pcmantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan 
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendu.kung ketahanan pangan 
lainnya; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 15 

( 1) Bidang Ketersediaan dan Kera wan an Pangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
serta evaluasi dan pelaporan di bitlang ketersediaan pangan clan 
kerawanan pangan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepa la Dinas, 

Pasal 14 

Bagian KeUga 
Biclang Ketersediaan dan Kerawan.an Pangan 

(2) Sub Bagian Bagtan Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l}, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawab clan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat {1.), 
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman pangan dan kearnanan pangan; 
b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bldang konsumsi pangan, 

pcnganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; 
c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; 
d. pernberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsurnsi 

pangan, penganekaragarnan konsumsi pangan, dan kearnanan pangan; 
e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, 

penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan: 
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

konsumsi pangan, penganekaragaroan konsumsi pangan, dan keamanan 
pangan; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Pasal 21 

(I) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tu gas melaksanakan 
koordinasi, perurnusan dan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan 
pangan. 

(2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dipirnpin oleb Kepala Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 20 

Bagian Kelima 
Bidang Konsumsl dan Keamanan Pangan 

Susunan Organisasi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagahnana · 
climaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsiona.J 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (I), 
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi distribusi. harga dan cadangan pangan; 
b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dalam 

pelaksanaan distribusi, harga dan cadangan pangan; 
c. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan distribusi, harga dan 

cadangan pangan; 
d. penyiapan pemantapan program pelaksanaan distribusi, harga dan 

cadangan pangan; 
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan disrribuai, harga 

dan cadangan pangan, dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 18 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah da:n bertanggung jawab kepada Kepa.Ja Dinas, 
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Pasal 26 

(L) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b, Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 22, terdiri dari sejurnlah Aparatur 
Sipil Negara dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagaJ 
kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh sub 
koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana diroaksud pada ayat (1), berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada pejabat di atasnya. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu 
pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelornpok sub 
substansi. 

(5) Kctcntuan Iebih lanjut mcngcnai pcnjabaran tugas dan fungsi kclompok 
sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

PasaJ 25 

Jabatan Fungsional sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 24, adalah 
sekelompok jabatan yang berisl fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

Pada masing-masmg unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah 
kelompok jabatan fungsional seeuai dengan kcbutuhan dan bordasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungslonal 

Paaal 24 

Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 23 

( l) Pada Dinas dapat dibentuk lTP1'T) untuk melaksanakan kegiatan teknis 
opersional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) Kepala UP'l'D pada Dinas berada di bawah. dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas : 
a. LJP'TD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah 

beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan 
b. UPTD Kelas B untuk: mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah 

beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam 
kerja efektif per tahun; 

(4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultaaikan secara tcrtulis kepada 
Gubemur selaku Wakil Pemerintah Pusat. 

Susunan Organisasi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelornpok Jabatan Fungsional 

Pasal 22 
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Pasal 31 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

BAB VI 
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna masing-masing pejabat 
dalam Jingk.ungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu k.epada 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

Pasal 30 

Pasal 29 

( I J Dal am hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala 
Din.as sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas. 

(l) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing­ 
masing dan apabila terjadi peoy!mpangan agar mengambil langkah yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkunga.n satuan kerja 
bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

(3) Setiap pimpinan satuan organlsasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab .kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala, 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah clan dipergunakan sebagai bahan untuk 
pcnyusunan laporan leblh lanjut dan untuk roemberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

(5) Dalam roenyampai.kan Iaporan masing-rnasing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunayi hubungan kerja. 

(6) Dalam melaksanakan tugeanya setiap pimpi.nan organisasi dibantu oleh 
kepala satuan organisasi di bawabnya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya maeing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala. 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan ainkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masmg maupun antar satuan organisasi di Iingkungan 
Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing­ 
masing. 

Pasal 27 

BABV 
TATAKERJA 
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2022 

2022 
Diundangkan di Kendarl 
pada tanggal, 'l i; - I - 

RAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR :24 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wallkota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari, 

Pasal 33 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari 
Nomor 3 Tahun 2020 tcntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Kendari (Serita Daerah Kota 
Kendari Tahun 2020 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Paaal 32 

BAB VD 
KETENTUAN PENUTUP 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikota atas usu( Kepala Dinas melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
(4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau Jabatan Pimpinan 'I'inggi 

Pratama. 
(S) Sekretaris rnerupakan jabatan eselon ma atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon lllb atau -Jabatan Administrator. 
(7) Kepala Sub Bagian merupakanjabatan eselon !Va atau Jabatan Pengawas. 
(8) Sub Koorclinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda 
(9) Kepangkatau, pengangkatan clan pemberhentian dalam jabatan struktural 

di Jingkungan Dinas, berpedornan pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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I I 
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l I I 
sua JCDOROINTOR. DAN sue KOORDJNTOR DAN SUD KOOROINTOR DAN KELOMPOK'JA&A'TAN kl!LOMPOK JAIATAN KelOMPOl< JAIIATAH FUNGSIONAL FUNGSIONAL fUJtG$JONAL 

l l I I I 

UPTO 
'- 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KETAHANAN PANGAN ROTA KENDARJ 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARJ 
NOMOR 2."1 TAHUN 2022 
TANGGAL : 2, - I - 2022 
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